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ABSTRAK 
 

Allah swt dalam firmanNya memerintahkan untuk mengangkat hakam 
sebagai mediator dalam upaya mendamaikan suami isteri yang bersengketa dan 
rentan terhadap perceraian atau yang disebut proses mediasi. Mediasi dalam 
peraturan perundang-perundangan telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah 
Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Pengadilan Agama 
Temanggung sebagai pelaksana PERMA No. 1 Tahun 2008 berusaha untuk 
melaksanakannya dalam setiap perkara perceraian yang masuk. Perkara perceraian 
yang telah diputus di PA Temanggung pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 
berjumlah 3.216 perkara, dan hanya tiga perkara yang berhasil dimediasi. Melihat 
angka prosentase antara yang berhasil dan gagal sangat rendah, maka muncul 
pertanyaan, bagaimana penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan 
Agama Temanggung tahun 2009 sampai dengan tahun 2011?, dan apa saja faktor 
yang menjadi penghambat dan pendorong dalam penerapannya?. 

Membahas masalah penerapan mediasi di PA Temanggung ini, penyusun 
menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penyusun menguraikan 
data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, penelusuran dokumentasi, dan 
observasi langsung ke lapangan. Pada dasarnya permasalahan mediasi sudah banyak 
yang menelitinya, namun untuk di Temanggung belum pernah ada dan tingkat 
keberhasilannya masih rendah sehingga patut dipertanyakan. Dengan memperoleh 
data-data tersebut, dapat digunakan oleh penyusun guna menganalisa serta 
menjawab permasalahan yang ada yaitu deskripsi penerapan mediasi di PA 
Temanggung tahun 2009-2011, dan alur pemikiran penelitian ini dengan 
menggunakan metode deduktif. 

Hasil penelitian ini adalah Pengadilan Agama Temanggung telah 
mewajibkan untuk melaksanakan proses sidang mediasi terhadap perkara yang 
masuk padanya sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008. 
Praktik penerapan mediasi bias terlihat dengan tersedianya mediator yang kompeten 
dan memiliki sertifikat mediator, proses mediasi yang cepat dan kontinyu, 
ketidakhadiran para pihak tidak mempengaruhi mediasi, dan mediasi selalu 
mengupayakan hasil win-win solution. Adapun faktor yang menjadi penghambat 
mediasi disebabkan dari internal dan eksternal para pihak yang berperan antara lain 
yaitu para pihak yang bersengketa bersikukuh ingin bercerai, minimnya mediator 
yang kompeten, kuasa hukum bersikap apatis terhadap proses mediasi, aturan 
mediasi dalam PERMA belum mendukung pelaksanaan mediasi perceraian, dan 
pihak keluarga ikut campur. Untuk memberikan dorongan agar mediasi terlaksana 
secara maksimal dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran pihak yang 
bersengketa agar tercipta kerukunan, kepemilikan dan saling menyayangi, dan 
memberikan penghargaan bagi mediator yang berhasil.  

 
Kata kunci:Mediasi, Pengadilan Agama Temanggung 
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MOTTO 

 

� Rasa lelah, rasa sedih, rasa putus asa dalam belajar dan bekerja itu 

hanya sementara. Kebahagiaan itu mutlak perlu dalam hidup! 

� Banyak hal yang tidak terduga dalam hidup ini, Teteplah mendekat pada 

Allah. 

� Apa yang kujalani kulakukan yang terbaik. . 

� Hiasi dan warnai hidup dengan kasih sayang bersama individu lainya. 

� Ketentraman adalah hal yang tidak bisa begitu saja ada, butuh suatu 

upaya, dan jika itu sudah ada maka tak akan tergantikan apapun. 

 

 



vi 

PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkankaryainiuntuk: 

� Ayahku (alm.) Warsidi, hope we can meet again in another life. 

� Ibuku Ratini, how superrior you are. 

� Keluarga besarku, sahabat-sahabatku. 

� Untuk masa depanku, dan untuk Febriana Wulandari. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

 
Huruf Arab 

 
Nama 

 
Huruf Latin 

 
Nama  

  ا

  ب

  ت

  ث

  ج

  ح

  خ

  د

  ذ

  ر

  ز

  س

  ش

  ص

  ض

  ط

 
Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Ha’ 

Kha’ 

Dal 

Zal 

Ra’ 

Za’ 

Sin 

Syin 

Sad 

Dad 

Ta’ 
 

 
Tidak dilambangkan 

b 

t 
. 
s 

j 

h 
 ٌ

kh 

d 
. 
z 

r 

z 

s 

sy 

s 
 ٌ 

d 
 ٌ
t 

 
tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik diatas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 
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  ظ

  ع

  غ

  ف

  ق

  ك

  ل

  م

  ن

  و

  ه

  ء

 ي

 
Za 
 
 

‘ain 
 

gain 
 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

waw 

ha’ 

hamzah 

ya 

zٌ 
.ٌ 

 
‘  

 
 

g 

f 

q 

k 

‘l 

‘m 

‘n 

w 

h 

’ 

y 

zet (dengan titik di bawah) 
 

 
koma terbalik di atas 

 
ge 

ef 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 
II.  Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 
 ���ّ�دة

	ّ�ةّ    

 
di tulis 

ditulis 

 
Muta’addidah 

‘iddah 

 
III.  Ta’marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 
 

 

��  


��� 

 
ditulis 

ditulis 

 
hikmah 

jizyah 
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b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis h 

 
 

 آ�ا�
ا�و���ء
 

ditulis 
          _ 

Karamah al-auliya’ 

 
c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 
 

 
 زآ�ةا����

 
ditulis 

 
zakātul fitri  

 
IV.  Vokal Pendek 

  
___َ_  

___ِ_ 

ُ____ 

 

 
fathah 

kasrah 

dammah 

 
ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a 

i 

u 

 
V. Vokal Panjang 

  
1  
 
2 
  
3  
 
4  
 

  
  ��Fathah + alifه���                      

 
Fathah +  ya’ mati                �	
�  
 
Kasrah + ya’ mati                 �آ�  
 
Dammah + wawu mati    وض�� 

 
ditulis 

 
ditulis 

 
ditulis 

 
ditulis 

                        _  
a  jahiliyyah 

                            _  
a tansa 

                       _  
i  karim 

                               _  
u  furud 

 
 
VI.  Vokal Rangkap 

  
1 

 
Fathah ya mati 

 
ditulis 

 
Ai 



x 

  

 

2 

 

��
��  

  

Fathah  wawu mati 

 ��ل

ditulis 

 

ditulis 

ditulis 

bainakum 

 

au 

qaul 

 
VII.  Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 
 

  
  اا!� 

  أ	ّ� ت

 $��% &'� 

 
ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a’antum 

‘u’iddat 

la’in syakartum 

 
VIII.  Kata sandang Alif + Lam 
 

a.  bila diikuti huruf Qomariyah 

 
  ا�(�ا ن

 ا�(�� ش

 
ditulis 

ditulis 

                       _ 
al-Qur’an 

                      _ 
al-Qiyas 

 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 
 

 
  ا�+��ء

 ا�-�,

 
ditulis 

ditulis 

                       _ 
as-Sama’ 

 
asy-Syams 

 
IX.  Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat 

 
 ذوي ا���وض

 

 أه2 ا�+1

 
ditulis 

 
ditulis 

 
Zawi al-furūd 

 
Ahl as-Sunnah 
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X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang 

menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh  

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko 

Hidayah, Mizan. 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

شريك له وأشهد أن محمدا عبده  إله االله وحده لا اشهد أن لا لمين،الحمد االله رب العا

.ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، اما بعد  

 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang saya ucapkan syukur 

yang mendalam. karena ramatNya, penyusun mampu sampai pada titik puncak 

untuk menuntaskan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa 

tercurah untuk Nabi Muhammad saw, yang telah berjuang membawa agama Islam 

untuk umatnya. 

Alhamdulillah penyusun telah menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk 

melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Praktik Mediasi 

Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2009-2011). 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran praktik 

mediasi perceraian dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2009-2011 di 

Pengadilan Agama Temanggung. Mediasi yang dimaksud terdapat dalam hukum 

acara pengadilan agama yang mana pasti ditempuh dalam semua perkara yang 

masuk di Pengadilan Agama. Adanya mediasi ini bukan sekedar formalitas atau 

menekan menumpuknya perkara sampai ke Mahkamah Agung RI, tetapi juga 

berfungsi secara maksimal sebagai penekan angka perceraian dan juga memberi 
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gambaran-gambaran bagaimana efek dari perceraian yang akan dijalani oleh para 

pihak. 

Banyak kekurangan tentunya dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat 

Allah swt serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan. 

Penyusun ingin mengucapkan terima kasih untuk pihak terkait, kepada: 

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, Rektor UIN Sunan Kalijaga. 

2. Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Dr. Samsul Hadi, M.Ag.  Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. 

4. Drs. Moch. Sodik, S.Sos., MA., selaku pembimbing 1 dan Hj. Ermi Suhasti, 

M.Si. selaku pembimbing II. 

5. Drs. Saeful Karim, M.H., sebagai ketua Pengadilan Agama Temanggung.  

Drs. Saefudin, SH., M.H selaku hakim yang bertindak sebagai hakim 

mediator. 

6. M. Soim Shodikin, SH., selaku Panmud Hukum yang telah melayani dan 

membimbing dengan bijak dan maksimal. 

7. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan AS Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. beserta karyawan dan karyawati Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

8. Ayah (alm.) Warsidi dan Ibu Ratini. Terima kasih atas do’a dan keikhlasanya. 

9. Keluarga besar saya, terima kasih dukunganya. Untuk saudara saya mas 

Khamid, mba Atik, mba Lis mas Win beserta keluarga. 

10. Secara khusus untuk Febriana Wulandari sekeluarga. 
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11. Teman-teman AS. Rintoko, Jatmiko, Nano, Very, Arif, Liga, Ufi, Zaenul, 

Abduh, Zaenal, Sutrisno, Mastuhah, teman teman KKN, dan semua warga 

AS. 

12. Sahabat-sahabat, Imam, Najib, Indah, Ratih, mas Bowo+ mba. Dina, Mas 

Adit+ibu, Taat, Mas Alam, Dana, Iwan, mba. Nurul, Heru, Mantok, dan 

semuanya. 

13. Dan semua pihak-pihak samapai pada tuntasnya skripsi ini. Saya ucapakan 

terima kasih. 

Kepada mereka saya ucapkan terima kasih, saya doakan semoga kebaikan kalian 

dibalas oleh Allah swt. 

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan, akan tetapi 

penyusun sudah berusaha maksimal. Oleh karenanya saran dan kritikan sangat 

bermanfaat untuk perbaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dimanfaatkan 

bagi penyusun dan semua orang yang membutuhkan. 

 

Yogyakarta, 22 Sya’ban 1433 H 
     12 Juli 2012 
 

Penyusun,  

 

 

Muhammad Irfai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga terbentuk dari sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan 

perempuan. Dalam Islam, pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-

lamanya dengan fondasi akad yang kuat (mi�s�a�qan gali�z�an). Pada 

kenyataannya dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mempengaruhi ikatan 

perkawinan hingga terjadinya perceraian. Ajaran Islam memang memungkinkan 

setiap pasangan suami isteri untuk bercerai, tapi hal ini dapat dilakukan dalam 

kondisi terpaksa dan sangat daurat.1 

Perceraian dalam Islam tidak dilarang ataupun dianjurkan, akan tetapi 

termasuk salah satu hal yang sangat dibenci Allah, sebagaimana sabda Rasulullah 

saw: 

 2ل الى االله الطلاقابغض الحلا

  

Upaya untuk mencegah suami isteri yang hendak bercerai harus dilakukan 

sekalipun permasalahan diantara keduanya sangat berat. Allah memerintahkan 

kepada hakam (juru damai) untuk mendamaikan suami isteri tersebut agar dapat 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, seperti dalam firman-Nya: 

                                                             
1 Lili Rasjidi, Hukum dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1. 
 
2Abu Dawud Sulaiman bin as-Asy, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II:254. 
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أهلها إن يريدا اصلاحا  فابعثوا حكما من أهله وحكما من اوإن خفتم شقاق بينهم

 3يوفق االله بينهما إن االله كان عليما خبيرا

  

Makna ayat tersebut memberikan pemahaman akan pentingnya peran 

hakam (mediator) dalam ikut membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan 

yang terjadi antara suami isteri. Sebab bukan tidak mungkin, dengan bantuan 

hakam sebagai mediator dalam masalah tersebut, para pihak akan lebih terbuka 

untuk membicarakan persoalan yang sebenarnya dengan tanpa adanya tekanan, 

baik secara fisik maupun psikologis, karena hanya berhadapan dengan mediator 

yang ia yakin dapat membantunya. Situasi seperti ini sangatlah berbeda jika 

dilakukan di depan orang banyak, di mana tidak menutup kemungkinan masing-

masing pihak merasa tidak ingin dikalahkan, dengan saling mengedepankan dan 

mempertahankan egoisme.  

Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara eksplisit menganut 

prinsip mempersulit perceraian, yaitu dengan mewajibkan kepada orang yang 

hendak bercerai untuk menempuh prosedur beracara di lembaga hukum yang telah 

ditentukan. Bagi umat Islam, perceraian diajukan di Pengadilan Agama. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempersempit potensi terjadinya perceraian. 

Mediasi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru muncul di Indonesia. 

Dalam falsafah masyarakat Indonesia sendiri, pengambilan keputusan termasuk 

penyelesaian sengketa adalah mengunakan musyawarah mufakat. Filosofi ini 

tertuang dalam dasar negara yaitu pancasila dalam sila keempat dan dijabarkan 

dalam UUD 1945. 
                                                             

3
 An-Nisa� (4): 35 
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PERMA NO. 1 Tahun 2008 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung untuk memperbaharui dan menyempurnakan PERMA NO. 2 

Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi. Sebelum ada peraturan ini, mediasi tidak 

diwajibkan bagi perkara yang masuk di pengadilan, akan tetapi hanya dianjurkan 

saja. Setelah diberlakukannya PERMA No.1 Tahun 2008 ini, jika perkara yang 

masuk tidak menempuh proses mediasi maka berakibat putusannya batal demi 

hukum.  

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.4 Jika 

proses mediasi berjalan dan berhasil, maka mediator membuat akta perdamaian 

antara kedua belah pihak. Apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan 

maka mediasi dinyatakan gagal oleh mediator, sehingga hakim akan melanjutkan 

pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.5 Untuk 

menyempurnakan aturan mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi diharapkan mampu memberikan kepastian dan ketertiban dalam proses 

mediasi dan juga memberikan implikasi hukum yang di peraturan sebelumnya 

tidak tercantum. 

Pengadilan Agama Temanggung merupakan pengadilan kelas 1B yang 

wilayah yuridiksinya meliputi seluruh Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa 

Tengah. Kewenangan PA ini melingkupi sebanyak 20 kecamatan yang ada di 

                                                             
4 PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pasal 1 Ayat (7) 
 
5 Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi perdamaian dan putusan hakim yang 

menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun 
luar biasa. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat  yang disepakati 
oleh para pihak guna mengahiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan 
bantuan seoarang mediator atau lebih berdasarkan peraturan ini. Pasal 1 ayat (2) dan (5). 
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kabupaten Temanggung.6 Mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tercatat 

sebanyak 4.623 perkara yang masuk, dan dari jumlah tersebut sebanyak 4.258 

adalah perkara perceraian, yang selebihnya merupakan perkara seperti izin 

poligami, harta bersama, perkara perwalian, perkara penolakan kawin campuran, 

perkara itsbat nikah, perkara wali adhol, perkara kewarisan, perkara wakaf, dan 

perkara P3HP / Penetapan Ahli Waris.7 

Jumlah perkara yang telah diputus di PA Temanggung pasca berlakunya 

PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi pada tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2011 berjumlah 3.216 perkara, dan hanya beberapa saja yang 

melalui proses mediasi. Tercatat hanya tiga perkara yang berhasil dimediasi atau 

berhasil didamaikan yaitu salah satunya pada tahun 2010 dengan nomor perkara 

482/Pdt.G/2010/PA.Tmg.8 Faktor keberhasilannya adalah kemauan pihak yang 

bersangkutan itu sendiri. 

Data-data dari proses mediasi di PA Temanggung, khususnya perkara 

perceraian memperlihatkan bahwa dari jumlah perkara perceraian yang masuk dan 

perkara yang telah diputus menunjukkan tingkat rendahnya keberhasilan dari 

proses mediasi perceraian. Hal ini menjelaskan bahwa berlakunya PERMA No.1 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi belum tercapai secara maksimal dalam 

penerapannya. Selain itu, dipengaruhi juga oleh beberapa faktor dari pihak yang 

mengajukan perkara perceraian, karena banyak perkara perceraian yang tidak 

                                                             
6“Profil PA Temanggung. “http:/pa-temanggung.go.id /profil.htm akses tanggal 27 Maret 

2012 
 
7 Wawancara dengan M. Soim Sodikin, SH,. Panmud Hukum PA Temanggung tanggal 

30 Maret 2012 
 
8Ibid. 
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melalui proses mediasi antara para pihak dengan hakim mediator, ataupun 

ketidakhadiran salah satu pihak sampai dengan disahkannya putusan hakim.9 

Setiap perkara yang diproses dalam persidangan seharusnya melalui 

mediasi. Hal ini sesuai prosedur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 

(3) yang berbunyi; 

“tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang 
mengakibatkan putusan batal demi hukum”.  
 
Ditinjau dari sisi yuridis, hal tersebut dapat berakibat fatal yaitu berarti putusan 

hakim PA Temanggung terhadap perkara yang tidak melalui proses mediasi 

adalah tidak sah. Namun pada kenyataanya, perkara yang tidak melalui proses 

mediasi tetap diproses hingga dijatuhi putusan oleh majelis hakim. 

Melihat tingkat keberhasilan yang belum maksimal dalam proses mediasi, 

baik dilihat dari faktor pendorong maupun faktor penghambat sebuah proses 

mediasi, maka penyusun merasa perlu mengadakan penelitian tentang penerapan 

prosedur mediasi setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan Agama Temanggung, dan bagaimana pula cara 

memaksimalkan mediasi sebagai upaya menekan angka perceraian. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penyusun 

merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

                                                             
9 Wawancara  dengan M. Soim Sodikin, SH., Panmud. Hukum PA Temanggung tanggal 

30 Maret 2012. 
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1. Bagaimana penerapan mediasi dalam perkara perceraian setelah adanya 

PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di PA Temanggung dari 

tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 perspektif analisis normatif dan 

yuridis? 

2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan pendorong penerapan mediasi 

perceraian di PA Temanggung setelah PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan penerapan mediasi dalam perkara perceraian di PA 

Temanggung setelah adanya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan Agama Temanggung dari tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2011. 

2. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong 

penerapan mediasi sebagai upaya untuk menekan angka perceraian terhadap 

perkara perceraian di PA Temanggung. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah antara lain: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan 

pemikiran dalam bidang hukum dan khususnya hukum keluarga Islam serta 

menambah khazanah keilmuwan terutama dalam bidang mediasi. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait dalam proses maupun penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang 
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Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Temanggung serta menjadi wacana 

yang nyata di lingkungan Pengadilan Agama Temanggung pada khususnya 

dan masyarakat luas pada umumnya berkaitan dengan prosedur mediasi dalam 

perkara perceraian. 

 

D. Telaah Pustaka 

Hasil dari penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penyusun ditemukan 

beberapa literatur yang berkaitan dengan mediasi, akan tetapi penyusun hanya 

akan fokus pada masalah yang akan diteliti yaitu setelah adanya PERMA NO. 1 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi antara lain penyusun paparkan di bawah 

ini. 

Skripsi yang ditulis Rika Ari Agustina yang berjudul “Sidang Mediasi dan 

Implikasinya pada Proses Perceraian (Studi di PA Brebes)”,10 menjelaskan 

tentang pengaruh mediasi dan lamanya proses mediasi perceraian, sehingga proses 

perceraian menjadi sedikit terhambat dan putusan hakim menjadi lama. Selain itu, 

mediasi ini berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan oleh para pihak, sehingga 

timbul adanya ketidakhadiran para pihak untuk tidak mengikuti jalannya mediasi. 

Mediasi di PA Brebes setelah diterapkanya PERMA No.1 Tahun 2008 terkesan 

tidak efektif, karena tidak dapat menekan angka perceraian. 

Skripsi yang kedua adalah karya Intan Atiqoh yang berjudul “Efektifitas 

Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 

                                                             
10 Rika Ari Agustina. “Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian (Studi 

di PA Brebes)”, skipsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)11 menjelaskan bahwa proses 

mediasi yang terjadi cenderung tidak efektif dari tingkat biaya dan waktu yang 

cukup lama. Terlebih lagi mediasi memiliki tingkat keberhasilan yang minim, 

namun secara kualitatif mediasi dapat mempengaruhi sikap para pihak dalam 

persidangan setelah dilakukannya mediasi. 

Skripsi Fauzan Ahsani Hamdi yang berjudul “Peran Hakim Mediator 

dalam Upaya Mendamaikan Suami Isteri pada Proses Perceraian (Studi Kasus di 

PA Sleman Tahun 2008-2009)”,12 skripsi ini menjelaskan peran-peran yang 

dilakukan para hakim dalam proses mediasi di PA Sleman. Adapun prosentase 

keberhasilannya sekitar 10%, hal ini disebabkan tekad kedua belah pihak yang 

ingin bercerai, keterlibatan pihak ketiga, salah satu pihak tidak hadir dalam sidang 

mediasi dan keterbatasan waktu yang dimiliki hakim untuk melakukan proses 

mediasi. 

Jurnal dengan judul “Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian” karya Arwin Indra Kusuma, S.H.I, menjelaskan mengenai mediasi 

ditinjau secara yuridis dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 serta masalah yang 

dihadapi dalam menerapkan mediasi, yaitu jika para pihak atau salah satu pihak 

yang berperkara tidak hadir. Terdapat dua opsi pendapat dalam keadaan ini, yaitu 

ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir dan ditunda untuk mediasi 

                                                             
11 Intan Atiqoh. “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten 

Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”, Skripsi tidak 
diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 

 
12 Fauzan Ahsani Hamdi. “Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mendamaikan Suami 

Isteri pada Proses Perceraian(Studi Kasus di PA Sleman tahun 2008-2009)”, skripsi tidak 
diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). 
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jika para pihak atau salah satu pihak tidak hadir pada persidangan pertama. Opsi 

kedua yang dipilih berdasarkan alasan yuridis dalam PERMA No.1 Tahun 2008.13 

Berbagai penelitian di atas, kesemuanya memaparkan penyebab 

ketidakberhasilan proses mediasi baik sebelum ataupun sesudah berlakunya 

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Sebagian besar disebabkan 

oleh pihak-pihak yang bersikeras hendak bercerai dan sedikitnya waktu hakim 

dalam melakukan proses mediasi karena menumpuknya perkara di pengadilan, 

sehingga mediasi dianggap hanya sebagai formalitas saja. Oleh karena itu, 

penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang prosedur mediasi 

yang ada dalam PERMA No.1 Tahun 2008 yang belum maksimal dalam 

penerapannya di pengadilan agama khususnya mediasi dalam perkara perceraian 

serta menggali bagaimana cara memaksimalkan proses mediasi perceraian dalam 

upaya menekankan perceraian. Penyusun memilih studi di PA Temanggung 

karena belum pernah ada yang meneliti di sini. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Studi persengketaan tidak akan selesai dengan baik, jika tidak ada 

perdamaian diantara para pihak. Dapat menimbulkan kebencian, jika masing-

masing pihak merasa benar. Dalam hal perceraian, suami isteri yang semula hidup 

rukun merasa tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena ada 

permasalahan diantara keduanya. Seorang hakim wajib mengusahakan 

perdamaian diantara kedua pihak yang ingin bercerai, sampai pada titik puncak 

                                                             
13 Arwin Indra Kusuma, “Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian”, Mimbar Hukum, No. 70, Januari 2010, hlm. 190-194. 
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yaitu mencabut perkaranya atau batal bercerai atau paling tidak win win solution, 

yaitu para pihak mendapatkan haknya masing-masing. 

Cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui 

jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Jalur litigasi (ordinary court) adalah 

mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan hukum yaitu 

melalui lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang. Pada dasarnya jalur 

litigasi ini digunakan ketika penyelesaian perkara tidak menemui titik temu dalam 

musyawarah perdamaian. Jalur non-litigasi (extra ordinary court) adalah 

mekanisme penyelesaian perkara mekanisme yang hidup dalam masyarakat, 

seperti musyawarah dan perdamaian.14 

Penyelesaian perkara secara non-litigasi sering disebut Alternative Dispute 

Resolution (ADR). ADR berarti mekanisme penyeleseian sengketa yang bersifat 

konsensus atau kooperatif seperti mediasi dan konsiliasi.15 Hal ini seperti halnya 

yang tertera dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Poin 10, yaitu pranata alternatif penyelesaian 

sengketa adalah konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan pendapat ahli. 

Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan tekhnik atau 

mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang mendapatkan perhatian serta 

diminati dengan alasan yang melatarbelakanginya.16 Dalam Islam terdapat teori 

                                                             
14Bambang Sutiyoso, Hukum Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 5. 
 
15Ibid., hlm. 27. 
 
16 Harijah Damis, Hakim Mediasi Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan 

Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, (Mimbar Hukum No 63 tahun XV (9 
Maret-April 2004), hlm. 25. 
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hakam, yaitu majelis hakim atau para pihak yang berperkara dapat mengangkat 

hakim sebagai juru damai. Hakam merupakan pilihan untuk menyelesaikan 

perkara. Jika dua pihak atau lebih bersengketa dan masing-masing pihak 

mempertahankan pendapatnya dengan kukuh, sehingga tidak dapat mencari jalan 

keluar secara bersama-sama, maka boleh mencari pihak lain untuk 

mendamaikannya. Dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama disebutkan bahwa perceraian hanya boleh dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.17 

Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan hakam (mediator) yang 

ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana Allah berfirman dalam An-

Nisa� ayat 35. Pengangkatan hakam dalam penyelesaian sengketa perkawinan 

khususnya syiqaq juga telah diintegrasikan dalam proses beracara di Pengadilan 

Agama. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya masalah pengangkatan hakam dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 Ayat (2). Namun, pada kenyataannya jarang 

sekali atau hampir tidak ada hakim mengangkat hakam sebagaimana maksud 

pasal tersebut di atas. 

Peranan hakam selaku mediator yang cukup besar, dapat juga dilihat 

dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989, di mana pengangkatan hakam 

dalam perkara perceraian atas dasar syiqaq, dilakukan sesudah proses 

pemeriksaan saksi serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Setelah 

Pengadilan atau hakim mendapat gambaran secara seksama apa dan bagaimana 

                                                             
17 Zuhdi Muhdlor, Hukum Perkawinan, cet ke-2, (Bandung : Al- Bayan, 1995), hlm. 98. 
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perselisihan serta persengketaan suami isteri dan faktor yang mempengaruhinya, 

dan berpendapat bahwa ada kemungkinan bisa didamaikan melalui hakam yang 

dekat dan berpengaruh kepada suami isteri. 

Islam menganjurkan penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian 

sebelum dengan cara putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat menimbulkan 

dendam diantara dua pihak terutama pihak yang dikalahkan. Sebelum memeriksa 

perkara lebih lanjut, tentunya hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak 

terlebih dahulu. Apabila ini tidak dilakukan oleh hakim, bisa berakibat putusan 

yang dijatuhkan batal demi hukum.18 Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT : 

 19واتقوا االله لعلكم ترحمون منون إخوة فأصلحوا بين أخويكمإنما المؤ

  

Diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2008 mengakibatkan pengadilan 

agama dalam memeriksa perkara yang masuk padanya wajib melalui proses 

mediasi serta mengikuti prosedurnya terlebih dahulu. Mediator yang dipilih atau 

ditunjuk haruslah memiliki keterampilan-keterampilan khusus.20 Setiap orang 

yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang 

diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselengararakan oleh lembaga yang 

                                                             
18 Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 

2006, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 63. 
 
19Al-Hujarat (49): 10 
 
20 Keterampilan khusus yang dimaksud adalah: (a) Mengetahui bagaimana cara 

mendengarkan para pihak yang bersengketa. (b) Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-
hal yang dipersengketakan. (c) Mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan dalam 
menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (win win 
solution) (d) Mempunyai ketrampilan tawar-menawar secara seimbang. (e) Membantu para pihak 
untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan. Harijah Damis 
Hakim Medisai Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilam Tingkat 
Pertama Menerapkan Lembaga Mediasi, (Mimbar Hukum No. 63 Tahun XV 9 Maret-April 2004), 
hlm. 28. 
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telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.21 Tugas 

seorang mediator sangat andil dalam membantu para pihak yang bersengketa dan 

dalam memecahkan permasalahan yang hendak diperkarakan di persidangan. 

Peraturan tersebut menjadi tidak mutlak jika dalam wilayah sebuah pengadilan 

tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang 

bersertifikat mediator, maka hakim pengadilan di lingkungan pengadilan yang 

bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.22 

Hendaknya bagi para suami dan isteri harus saling mengingatkan dalam 

hal kebaikan dan menasehati dengan penuh kasih sayang serta saling berusaha 

berdamai ketika terjadi perselisihan. Dalam firman Allah SWT: 

أن يصلحا بينهما  ح عليهماجنا أو إعراضا فلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا

س الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن االله كان بما تعملون صلحا والصلح خير وأضرت الانف

23خبيرا  

 

Allah memerintahkan kepada kaum lelaki apabila isterinya berbuat nusyus, 

untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya 

haruslah mula-mula dengan diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah 

dipisahkan dari tempat tidur mereka. Jika tidak bermanfaat juga, barulah 

diperbolehkan memukul mereka dengan tidak meninggalkan bekas dan bukan 

                                                             
21 Pasal 5 Ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. 
. 
22 Pasal 5 Ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. 
 
23
 An-Nisa� (4): 128. 
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bersifat menyiksa. Bila cara pertama telah ada manfaatnya, maka janganlah 

dijalankan cara lain dan seterusnya. 

Firman Allah tersebut sejalan dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi Pasal 15 Ayat (3) yang bunyinya “Apabila dianggap perlu, 

mediator dapat melakukan kaukus”. Kaukus adalah pertemuan mediator dengan 

salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.24 Hakim dapat melaksanakan 

proses mediasi dengan salah satu pihak saja, jika hal ini dapat membantu 

berdamai dengan pihak lainya. 

Pihak suami dan isteri  yang bersengketa hendaknya masing-masing pihak 

mengetahui baik kewajiban maupun hak-hak pasangannya masing-masing serta 

berusaha menjaga keutuhan rumah tangga sekalipun suatu saat ada masalah dalam 

kehidupan rumah tangga. Dalam hal perceraian di pengadilan, jika salah satu 

pihak tidak hadir dalam proses mediasi, maka pihak yang hadir dapat dimediasi 

dengan tujuan meredam kemarahan atau kehendaknya untuk bercerai, sehingga 

terhindar dari sikap egois dan penuh emosi tanpa memikirkan kelanjutan 

perkawinannya dan masa depan anak-anak yang merupakan buah cinta dari 

pernikahan keduanya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang data dan informasinya bersumber dari Pengadilan Agama 

                                                             
24 PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (4). 
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Temanggung dan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses mediasi di 

PA Temanggung. 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, 

sehingga bersifat fuktual. Kemudian mendeskripsikan dan menganalisis data 

dan informasi yang diperoleh, guna memperoleh kesimpulan perihal 

penerapan mediasi di Pengadilan Agama Temanggung pasca PERMA No. 1 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Penyusun mengkaji dengan jalan pengamatan terlebih dahulu terhadap apa 

yang terjadi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Temanggung baik 

proses secara umum maupun hasil sementara dari mediasi yang sudah ada. 

Pengamatan ini didukung oleh keterangan Panmud Hukum PA 

Temanggung. 

b. Dokumentasi 

Penyusun menggunakan beberapa sumber tertulis dalam penelitian ini, 

yaitu: surat keputusan, putusan-putusan perkara, data, dokumen, dan 

variabel lain yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama 

Temanggung serta peraturan perundang-undangan terkait proses mediasi. 

c. Wawancara 
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Penyusun mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab, 

meminta informasi dan meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini kepada para hakim mediator dan pihak-

pihak yang terlibat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama 

Temanggung. 

4. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Normatif 

Pendekatan ini berdasarkan pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum 

Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan sunnah. Pendekatan ini berguna 

untuk mengkaji hukum mediasi dilihat dari sudut pandang dalil-dalil 

syara’. 

b. Pendekatan Yuridis 

Penyusun menganalisis hasil penelitian dengan dasar PERMA No.1 

beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan 

PERMA tersebut. 

5. Analisis Data 

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini 

penyusun mengunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang 

menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan 

yang khusus25 dengan menggunakan dalil-dalil baik dari nash maupun 

undang-undang. Dengan tujuan dalil- dalil atau kaidah-kaidah tersebut 

menguatkan analisis dalam perkara mediasi ini. 

                                                             
25Sutrisno Hadi, Metodologi Research,(Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 12. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Guna mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi, penyusun 

menyajikan skripsi ini ke dalam lima bab, yaitu: 

Bab pertama memuat pendahuluan yang merupakan bagian umum dari 

penelitian yang dilakukan penyusun mulai dari latar belakang masalah, pokok 

masalah dan tujuan dan kegunaan penelitian. Serta sebagai bahan acuan penelitian 

berikutnya diuraikan telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua gambaran umum tentang mediasi dan perceraian, merupakan 

konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui 

secara jelas akan permasalahan yang diangkat oleh penyusun yaitu meliputi 

pengertian dan dasar hukum perceraian, mediasi, prosedur mediasi dalam 

PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dan mediasi perceraian di 

dalam hukum Islam serta peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi. 

Bab ketiga membahas objek penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai 

deskripsi wilayah dan struktur organisasi Pengadilan Agama Temanggung, 

keadaan perkara di PA Temanggung tahun 2009-2011, praktik mediasi di PA 

Temanggung setelah berlakunya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi dan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi tersebut. 
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Bab keempat membahas dan menganalisis hasil penelitian yaitu praktik 

mediasi perceraian di PA Temanggung tahun 2009-2011, yaitu deskripsi 

penerapan mediasi perceraian di PA Temanggung setelah adanya PERMA No.1 

Tahun 2008 dan bagaimana cara memaksimalkan mediasi perceraian sebagai 

upaya menekan angka perceraian di PA Temanggung dengan pendekatan yuridis-

normatif. Setelah itu, kesimpulan dan saran-saran dituangkan dalam bab kelima. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil beberapa poin untuk 

dijadikan kesimpulan atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain 

yaitu ; 

1. Setiap perkara perceraian yang masuk ke PA Temanggung telah melalui proses 

sidang mediasi terlebih dahulu, meskipun memang hasilnya belum memuaskan 

Praktik penerapan mediasi yang bisa terlihat di Pengadilan Agama 

Temanggung mulai tahun 2009-2011 setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 

2008 tentang Prosedur Mediasi antara lain tersedianya mediator non-hakim dan 

memiliki sertifikat mediator. PA Temanggung sekarang ini sudah memiliki dua 

mediator non-hakim yang resmi dan memiliki komptensi dan kapasitas yang 

baik. Proses mediasi yang cepat dan berulang-ulang, mediasi di PA 

Temanggung rata-rata dilaksanakan tujuh hari sampai lima belas hari setelah 

sidang pemeriksaan pertama digelar. Tidak hanya itu saja, dalam setiap 

persidangan majelis hakim pun selalu mengupayakan perdamaian diantara dua 

pihak yang bersengketa. Ketidakhadiran para pihak tidak mempengaruhi 

mediasi. Para pihak yang tidak hadir tidak menghalangi proses berlangsungnya 

mediasi. Kalau dua kali para pihak tidak menghadiri mediasi, maka 

pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahapan sidang selanjutnya. Mediasi 

selalu mengupayakan hasil win-win solution, hasil yang baik adalah hasil yang 
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membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. 

Keberhasilan mediasi tidak saja dinilai dari dicabutnya perkara tapi bisa juga 

dengan pembagian hak dan kewajiban suami isteri bilamana perceraian terjadi 

nantinya. 

2. Jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Temanggung 

mulai tahun 2009 sampai tahun 2011 sebanyak 4.258 perkara. Perkara yang 

melalui proses mediasi berjumlah 3216 perkara (tidak termasuk data mediasi 

tahun 2009 karena tidak ada data). Dari jumlah data tersebut, selama periode 

tahun 2009-2011 hanya tiga perkara yang berhasil dimediasi, sisanya gagal. 

Kegagalan mediasi tersebut berdasarkan beberapa faktor baik yang bersifat 

internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang menghambat proses mediasi 

antara lain, para pihak yang bersengketa bersikukuh untuk tetap ingin bercerai, 

masih minimnya ketersediaan mediator yang kompeten, pengacara yang 

menjadi kuasa hukum perkara perceraian sering bersikap apatis terhadap proses 

mediasi, aturan mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 belum 

begitu mendukung pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian, dan pihak 

keluarga yang turut campur, bahkan mendorong terjadinya perceraian diantara 

para pihak yang bersengkata. Faktor pendorong untuk terbantunya  

keberhasialan mediasi antara lain, mediasi jangan dianggap sekedar formalitas 

tetapi hal yang substansial serta urgen, motivasi adanya penghargaan bagi 

mediator yang berhasil memediasi, kultur masyarakat yang tetap menganut 

musyawarah mufakat, penekanan pada tujuan pernikahan pada setiap keluarga, 
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disediakannya ruangan yang kondusif, santai sekaligus memberikan informasi 

tentang keluarga yang bahagia, rukun, dan tenteram. 

 

B. Saran-Saran 

Penyusun dalam melaksanakan penelitian ini banyak menemukan hal-hal 

yang kiranya perlu diperbaiki lebih lanjut. Oleh sebab itu, penyusun ingin 

memberikan saran-saran sebagaimana berikut; 

1. Pengadilan Agama 

Pengadilan Agama khususnya Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat 

tertinggi, sesegera mungkin menyediakan mediator yang kompeten dan telah 

lulus uji dengan mengantongi sertifikat mediator. Minimnya mediator 

berkompeten menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah sekali. 

2. Masyarakat umum 

Masyarakat khususnya pasangan suami isteri yang rentan akan perceraian perlu 

mengetahui, bahwa perceraian bukanlah sebagai jalan terakhir bagi masalah 

rumah tangga yang menimpa. Oleh sebab itulah kenapa mediasi wajib 

dilaksanakan dalam perkara perceraian, melainkan bertujuan untuk 

menghasilkan solusi lain yang malah menguntungkan masing-masing pihak. 

Bukankah pernikahan yang dulunya terjadi adalah karena hasil kesepakatan 

bersama dan dengan ridhonya Allah swt, maka mediasi adalah jalan terbaik 

untuk memperoleh solusi dan kesepaatan bersama sebelum terjadinya 

perceraian. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



I 

TERJEMAHAN 
 

NO HALAMAN FOOTNOTE TERJEMAHAN 

1 1 2 
Hal yang halal tetapi paling dibenci menurut Allah 
adalah perceraian. 

2 2 3 

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan 
antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam 
dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 
memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal. 

3 11 18 

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan 
antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam 
dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 
memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal. 

4 12 20 

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah 
bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua 
saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya 
kamu mendapat nikmat. 

5 14 24 

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz 
atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak 
mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian 
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih 
baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut 
tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan 
isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari 
nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

   BAB II 

6 20 3 
Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya 
hubungan perkawinan 

7 33 19 
Dan jika ada dua golongan dari orang-orang 
mukmin berperang, maka damaikanlah antara 
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keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu 
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka 
perangilah golongan yang berbuat aniaya itu 
sehingga golongan itu kembali kepada perintah 
Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada 
perintah Allah), maka damaikanlah antara 
keduanya dengan adil dan berlaku adillah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berlaku adil. 

8 33 20 

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-
bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang 
yang menyuruh (manusia) member sedekah, atau 
berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di 
antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat 
demikian karena mencari keridhaan Allah, maka 
kelak Kami member kepadanya pahala yang besar. 

9 33 21 

Dan (bagi) orang-orang yang menerima 
(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan 
shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka; dan mereka 
menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 
berikan kepada mereka. 

10 47 37 

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan 
antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam 
dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 
memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal. 

   BAB IV 

11 78 1 

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan 
antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam 
dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 
memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal. 
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